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LAPORAN ASURANS  INDEPENDEN
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l{ETUA KPU  KOTA BEKASI

[Cakupan]
Kami te`ah melakukan perikatan dengan KPU KOTA BERAsl  berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor
:  236/KU.03.2/3275/SPK/Xl/2024  tanggal  26  November 2024,  untuk  melakukan  Perikatan Asurans
den8an   keyakinan   memadai   dan   membertkan   kesimpulan   terhadap   kepatuhan   Laporan   Dana
Kampanye   HERI   KOSWARA   dan   SHOLIHIN   untuk   perlode   Z7   Agustus   2024   sampai   dengan   23
November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

1        Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum.
2       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023,  Penetapan pemerintah pengganti

Undang-Undang  Nomor  1   Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Lembaran  Negara  Republlk  Indonesia  Tahun  2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones]a Nomor 6863.

3       Peraturan  Komlsi  Pemilihan  Umum  Nomor  14 tahun  2024 tentang  Dana  Kampanye Peserta
Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan
Wakil Walikota.
Keputusan   Komlsi   Pem"han   Umum   Nomor   1364  Tahun   2024  tentang  Pedoman  Teknis
Pelaporan  Dana  Kampanye  Peserta  Pem"han  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan
Wakil Bupati, serta Wa`ikota dan Wakil Wa`ikota.
Keputusan  Komisi  Pemllihan  Umum  Republik  lndonesla  Nomor  1616  Tahun  2024 Tentang
Pedoman  Teknis  Pelaksanaan  Audit  Laporan  Dana  Kampanye  Peserta  Pemilihan  Gubernur
dan Wakil Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupatl, serta WaliKota dan Wakll WaliKota.

[lnformasi Hal Pokok]
Berdasarkan   ketentuan   PKPU   Nomor   14  Tahun   2024   tentan8   Dana   Kampanye,   Laporan   Dana
Kampanye HERI  KOSWARA dan SHOLIHIN terdiri dart:

1.    Laporan   Awal   Dana   Kampanye   (LADK)   adalah   pe`aporan   yang   memuat   tnformasl   Rekening
Khusus  Dana  Kampanye  (RKDK),  sumber  perolehan  saldo  awal  atau  saldo  pembukaan,  rlncian

perhitungan penerimaan dan  pengeluaran yang diperoleh sebelum  pembukaan  Rekening Khusus
Dana  Kampanye,  dan  penerlmaan  sumbangan  yang  bersumber  dart  Pasangan  CaLon  dan/atau
Partal  Politik Peserta  Pemt`u atau Gabungan  Partal  Politik Peserta Pemilu,  dan  pihak lain yang
dimu`ai sejak pembukaan  RKDK sampai dengan  1  (satu) hari sebelum waktu penyampaian  LADK
kepada  KPU  KOTA BEKASI;
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Z.    Laporan   Penerlmaan   Sumbangan   Dana   Kampanye   (LPSDK)   adalah   pelaporan   yang   memuat
se\uruh  penerlmaan yang diterima Pasangan Calon  setelah  LADK disampalkan sampai  dengan  1

(satu) hart sebeLum  penyampalan LPSDK kepada KPU  KOTA BEKASI;  dan
3.    Laporan   Penerlmaan   dan   Pengeluaran   Dana   Kampanye   (LPPDK)   adalah   pembukuan   yang

memuat selurilh  penerimaan dan  pengeluaran  Dana Kampanye yang d]mulal sejak  1  (satu)  hari
setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhlrnya masa Kampanye.

[Kriteria]
Kriteria yang kaml gunakan dalam  Perikatan Asurans ini adalah PKPU Nomor 14 Tahun Z024 tentang

-.'   Dana  Kampanye.  Kriteria  tersebut  juga  dijadlkan  acuan  dan  diterapkan  oleh  HERI  KOSWARA  dan

SHOLIHIN   dalam   penyusunan   Laporan   Dana  Kampanye.. Kriterla  yang  wajib  dipatuh]   oleh   HERI
KOSWARA dan SHOLIHIN dalam menyusun  Laporan Dana Kampanye adalah:

1.    Rekeninq Khusus Dana KamDanve (RKDKt
a.      Partat    Polltik    Peserta    Pemi`u   atau   Gabungan    Partal    Politik   Peserta    Pemilu   yang

mengusulkan   Pasangan  Calon  dan   Pasangan  Calon   perseorangan  wajib  membuka  RKDK

pada Bank Umum.
b.     RKDK dibuka atas nama pasangan calon dan terpisah dart rekening pribadi pasangan calon.
c.      Spesimen  tanda  tangan  pada  RKDK  yang  dtbuka  oleh  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  atau

Gabungan   Partal   Pol"k   Peserta   Pemilu   yang   men3usulkan   Pasangan   Calon   dllakukan
bersama  oleh  Partal  Pollt{k  Peserta  Pemilu  atau  Gabungan  Partal  Po`itik  Peserta  Pemilu
dan salah satu caLon dart Pasangan CaLon.

d.     Spesimen   tanda   tangan   pada   RKDK   yang   dibuka   oleh   Pasangan   Calon   perscorangan
dilakukan bersama o`eh Pasangan Calon Peseorangan.

e.      Pasangan  Ca`on  membuka  RKDK tidak  melampau{  ketentuan  pembukaan  RKDK yaitu sejak

pendaftaran   Pasangan   Calon   sampai   dengan   1   (satu)   Hart   sebeLum   nasa   Kampanye
dimulai.

f.      Partai    Politik    Peserta    Pemllu   atau   Gabungan    Partai    Politik    Peserta    Pemilu   yang
men8usulkan  Pasangan  Caton  sebelum  membuka  RkDK  membuat  permohonan  pengantar

pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU  Provinst untuk
pem"han  gubernur dan wakil gubernur dan  KPU  Kabupaten/Kota  untuk  pemilihan  bupati
dan wakil bupati atau wa`Ikota dan wakil wallkota.
Pasangan  Calon  perseorangan  sebelum  membuka  RKDK  membuat  permohonan  pengantar
pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang d{tujukan kepada KPU Provinsi untuk
pemlllhan  gubemur dan  wakil  gubernur dan  KPU  Kabupaten/Kota  untuk pemilihan  bupati
dan wakll bupatl atau wallkota dan wakil wallkota.
Pembukaan  RKDK  dilengkapl  dengan  surat  pengantar  pembukaan  RKDK  yang  diterbitkan
oleh  KPU  Provinsi  untuk pemllthan  gubernur dan wakil gubemur dan  KPU  Kabupaten/Kota
untuk pemllihan bupati dan wakll bupati atau waltkota dan wakil walikota.

i.       Partai    Po`"k    Peserta    Pemilu    atau    Gabungan    Partai    Polltik    Peserta    Pemi`u   yang
mengusulkan  Pasangan Ca`on dan Pasangan Ca`on perscorangan  melaporkan hanya 1  (satu)
nomor RKDK.

j.      Penerimaan  Dana  Kampanye yang  berbentuk uang wajtb ditempatkan  pada  RKDK terlebih
dahulu sebelum digunakan untuk keglatan Kampanye.



k.      DaLam   hal   RKDK  dlkeLOLa   oLeh   plhak  fain,   Pasangan   Calon  wajib   menyampaikan   surat

penunjukan   pengelola  RKDK  kepada  KPU   Provinst  untuk  Pemi`ihan  Gubernur  dan  Wakil
Gubernur   dan   KPLJ   Kabupaten/Kota   untuk   Pemlllhan   Bupatl   dan   Waki`   Bupati   serta
Walikota dan Wakil Wallkota.

I.       Penutupan RKDK dilakukan pallng Lambat 2 (due) Hart setelah masa Kampanye berakhir.
in.    Penutupan  Rekenln3  Khusus  Dana  Kampanye  wajib  dibuktlkan  den8an  surat  pernyataan

dart Bank Umun.
n.      Pasangan  Calon wajlb  rnenyampaikan  surat  pernyataan  penutupan  RKDK dart  Bank  Umum

paling lambat 2 (due) Hart setelah masa Kampanye berakhir.

2.    LaDoran Awal Dana KamDanve (IADKl
a.      Pasan8an calon menyusun LADK yang memuat informasi:

1.         RKDK;

2.      Saldo awal Rl{Dl( atau saldo pembukaan dan suiTiber peroLehan;
3.      SaLdo  awal  pembukuan  yang  merupakan  slsa  salde  hasil  penerimaan  sumbangan  dan

pengeluaran untuk keglatan Kampanye apablLa diterima sebctum periode pembukiian;
4.      Catatan  penerimaan  dan  pengeLuaran  Pasangan  CaLon  termasuk sebelum  pembukaan

RKDK;

5.      Nomor pokok wajlb pajak maslng-masing pasangan calon; dan
6.      Buktl penerimaan dan pen8eLuaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b.      LADK pasangan caLon ditandatangani oLeh pasangan calon.
c,      Pasangan  CaLon   mematuhl  periode  pembukuan   LADl{  yaitu  sejak  pembukaan   RKDK  dan

ditutup 1  (satu) hart sebelum penyampalan LADK.
d.      Dalam  hal  Pasangan  CaLon  tldak membuka  Rl(DK pada waktu yang dltentukan,  pembukuan

LADK dimulal sejak penetapan Pasangan Calon sarnpai dengan  1  (satu)  Hart sebelum waktu

penyanipaian  LADK.
e.      Pasangan Calon menyampaikan  LADK 1  (satu) hart sebelLim masa Kampanye,  paling Lambat

pukul 23.59 waktu setempat.
f.      Pasangan  CaLon  menyampaikan  tADl(  dengan  mengirimkan  data  dan  dokumen  LADK yang

diun8gah melalul Sikadeka.

9.      Apabila  terdapat   perbajkan,   maka   LADK   perbaikan   disampaikan   olch   Pasangan   Calon
kepada  KPU  melalui  Slkadeka  paling  lambat  3  (ti8a)  hart  sejck  menerima  tanda  terima

perbaikan  dan  berita  acara  hasil  pencermatan  dari  KPU  paling  lambat  pukul  23.59 waktu
setempat.

h.      Penyerahan    LADK    kepada    I(PU    Provinsl    atau    KPU    Kabupaten/Kota    sesuai    dengan
tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
1.        FORMULIR  1   LAPORAN AWAI. DANA I(AMPANYE  (LADK);

2.        FORMULIR Z  DAFTAR PENERIMAAt`l  SUMBANGAN  DANA KAMPANYE;

3.        FORMULiR 3  LApORAN AKTiviTAs  pENERiMAAr\i  DAr`i  PENGELUARAN  DANA KAMPANyE;

4.       FORMULIR 4  DAFTAR PERSEDIAAN  BARANG  DANA KAMPANYE;

5.        FORMULiR  5   LApoRAt`i   AKTlviTAs  pENERiMAAr`I   DAr`I   pENGELUARAr`i   DANA  KAMPANyE

SEBELUM  PERloDE  PEMBUKUAN;

6.       FORMULIR   6   SURAT   PERNYATAAN   TANGGUNG   JAWAB   ATAS   LAPORAN   AWAL   DANA

KAMPANyE  (Liun);
7.      SaLinan dan Rekenln8 I(oran Rekening Khusus Dana Kampanye;



8.      Surat pernyataan penyumbang dart partai pollttk atau Gabungan partai politik;
9.      Surat pernyataan penyumbang dart perseorangan;
10.    Surat Pernyataan PenyLlmbang dart Badan Hukum Swasta; dan
11.    Bukti-bukti transaksl penerimaan dan transaksi pengeluaran.

i       Apablla  LADl(  yang  disampaikan  oLeh  Pasangan  CaLon  dlberlkan  tanda  terirna  perbaikan
oleh   I(PU   Provinsi  atau  KPU   I(abupaten/I(ota,   maka  Pasangan  Calon  wajib  melengkapi
dan/atau   memperbam   dokumen   LADK   dimaksud   dengan   menggunakan   formutir   yang
tercantum dalam Laniplran XIX peratLlran KPU, terdiri atas:
1.        FORMULIR  1  LAPORAN  AWAI. DANA KAMPANYE  (LADl{)  PERBAIKAN;

2.       FORMULiR 2  DAFTAR PENERiMAAr`i  suMBAr\iGAN  DANA KAMPANyE;

3.        FORMULIR 3  LAPORAN Al{TIVITAS PENERIMAAN  DAN  PENGELUARAN  DANA KAMPANYE;

4.        FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN  BARANG  DANA  KAMPANYE;

5.        FORMULIR   5   LAPORAN   AKTIVITAS  PENERIMAAN   DAN   PENGELUARAN   DANA  KAMPANYE

SEBELUM  PERIODE  PEMBUKUAN;

6.       FORMULIR   6   SURAT   PERNYATAAt`l   TANGGUNG   JAWAB   ATAS   LAPORAN   AWAL   DANA

KAMPANYE  (LADK);

7.      SaLinan dan Rekening Koran Rekenlng Khusus Dana Kampanye;
8.      Surat pernyataan penyumbang dart partal politik atau Gabungan partai politlk;
9.      Surat pernyataan penyumbang dart perseorangan;
10.    Surat Pernyataan Penyumbang dart Badan Hukilm Swasta; dan
11.    Buktl-bukti transaksi penerimaan dan transaksl pengeluaran.

3.    LaDoran  Penerimaan Sumbanaan  Dana KamDanve (LPSDl{l
a.      Pasangan calon menyusun LPSDl( yang memuat lnformasi:

1.        RKDK;

2.      Jumlah sumbangan dana kampanye;
3.      Catatan penerimaan pasangan calon;
4.      Identitas penyumbang;
5.      Nomor pokok wajtl} Pajak masing-maslng pasangan calon;
6.      Buktl penerimaan dan pengeLLlaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
7.      Surat pernyataan penyumbang.

b.      LPSDK pasangan calon ditandatangani oleh pasangan caton.
c.      Pasangan  Calon  mematuhi  perlode  pembukLlan  LPSDK  yaitu  dimuLai  1   (satu)  Hart  seteLah

penutupan pembukuan lJ\DK sampai dengan  1  (satu) Hart sebelum penyampaian LPSDK.
d.      Pasangan Calon menyampalakn  LPSDK dengan  menglrimkan deta dan dokumen  LPSDK yang

diunggah melalui Slkadeka.
e.     Apablla  terdapat  perbaikan,   maka  LPSDK  perbaikan  disampaikan  oleh   Pasangan  Calon

kepada KPU  melalui Sikadeka paling lambat 1  (satu) Hart se]ak menerima tanda perbalkan
dan  berita  acara  hasil  pencermatan  dart  KPu  Provinsl  atau  KPU  Kabupaten/Kota  paling
lambat puku` 23.59 waktu setempat.

f.       Penyerahan    LPSDK   kepada    KPU    Provlnsi    atau    KPU    Kabupaten/Kota   sesual    dengarn
tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
1.        FORMULIR  1  lAPORAN  PENERIMAAt\l  SUMBANGAN  DANA  I(AMPANYE  (LPSDK);

2.        FORMULIR 2  DAFTAR PENERIMAAN  SUMBANGAN  DANA KAMPANYE;

3.       FORMULIR   3   SURAT   PERNYATAAN   TANGGUNG   JAWAB   ATAS   IAPORAN   PENERIMAAN

SUMBANGAN  DANA KAMPANYE  (LPSDK);



4.      Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
5.      Surat pernyataan penyumbang dart partal polttik atau Gabungan partal pol"k;
6.      Surat pernyataan penyumban8 dart perseorangan;
7.      Surat pernyataan penyumbang dart Badan Hukum swasta;
8.      Buktl-buktl transaksi penerimaan.

9.      Apablla  LPSDK  yang  disampalkan  Pasangan  Calon  diberikan  tanda  terima  perbaikan  oleh
KPU  Provinsi  untuk  pem"han  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  dan  KPU  Kabupaten/Kota
untuk   pemllihan   Bupati   dan   Wakil   Bupatl   serta   Walikota   dan   Wakll   Waltkota   maka
Pasangan  Calon  wajib  melengkapl  dan/atau  memperbaiki  dokumen  LPSDK dimaksud  yang
dibuat dengan  menggunakan formullr yang tercantum dalam  Lamplran XV yang merupakan
bag!an tidak terpisahkan darl Peraturan KPU terdiri atas:
1.        FORMULIR  1  LAPORAN  PENERIMAAN  SUMBANGAN  DANA  KAMPANYE  (LPSDK)  PERBAIKAN;

2.        FORMULIR 2  DAFTAR PENERIMAAN  SUMBANGAN  DANA I(AMPANYE;

3.       FORMULIR   3   SURAT   PERNYATAAN   TANGGUNG   JAWAB   ATAS   LAPORAN   PENERIMAAN

SUMBANGAN  DANA KAMPANYE  (LPSDK);

4.      Sallnan dan Rekening Koran Rekenfng Khusus Dana I(ampanye;
5.      Surat pernyataan penyumbang dart partai polltik atau Gabungan partal polltik;
6.      Surat pernyataan penyumban3 dari perseorangan;
7.      Surat pernyataan penyumbang dart Badan Hukum swasta;
8.      Buktl-bilktl transaksl penerimaan dan transaksl pengeluaran.

4.    LaDoran Penerimaan dan Penreluaran Dana KamDanve (LPPDK)
a.      Pasangan calon menyusun LPPDK yang memuat informasl:

1.         RKDK;

Z.      Saldo awaL atau saLdo pembukaan dan sumber perolehan;
3.      SaLdo  awal  pembukuan  yang  merupakan  slsa  saldo  hastL  penerjmaan  sumbangan  dan

pengeluaran untuk keglatan Kampanye apabila dlterima sebelum periode pembukuan;
4.      Catatan  penerimaan dan  pengeluaran  Pasangan  Calon termasuk sebelum  pembukuan

RKDK;

5.      Nomor pokok wajlb pajak maslng-maslng pasangan calon;
6.      Buktl penerlmaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung}awabkan;
7.      Saldo akhlr pada saat penutupan pembukuan LPPDK.

b.      LPPDK pasangan ca`on ditandatanganl oleh pasan3an calon.
c.      Pasangan  Calon  mematuhi  perlode  pembukuan   LPPDK  yang  dimulal  sejak  1   (satu)  Harl

setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye Berakhir.
Pasangan Calon  menyampatkan  LPPDK pa`Ing lambat  1  (satu)  Hart setelah  masa  kampanye
berakhir,  paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
Pasan8an Calon menyampalkan LPPDK dengan mengirlmkan data dan dokumen LPPDK yang
diunggah melalui Sikadeka.
Apabila   LPPDK  yang  disampalkan   Pasangan   Calon   diberikan   tanda   perbaikan  oleh   KPU
Provinsi  untuk  Pem"han  Gubernur  dan  Wakil  Gubemur  dan  KPU  I(abupaten/Kota  untuk

pemilihan  Bupatl  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Wallkota  maka  Pasangan
Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaikl dokumen  LPPDK dimaksud paling lambat 1

(satu)  Hart  sejak  menerima tanda  perbaikan dan  berlta acara hasil pencermatan dari  I{PU
Provlnsi  untuk  pemllihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  dan  KPU  Kabupaten/Kota  untuk

pemillhan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,  paling lambat pukul
23. 59 waktu setempat.



9. Penyampaian   LPPDK   Pasangan   Calon   dilampm   dengan   LADK  atau   LADK  Perbaikan   dan
LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:
1.        FORMULIR  1  LAPORAN  PENERIMAAN  DAN  PENGELUARAN  DANA  I(AMPANYE  (LPPDK);

2.        FORMULIR 2  DAFTAR  PENERIMAAN  SUMBANGAN  DANA  KAMPANYE;

3.        FORMULIR 3  LAPORAN  ARTIVITAS  PENERIMAAN  DAN  PENGELUARAN  DANA KAMPANYE;

4.       FORMULIR 4  DAFTAR PERSEDIAAN  BARANG  DANA KAMPANYE;

5.        FORMULIR   5   LAPORAN   ARTIVITAS   PENERIMAAN   DAN   PENGELUARAN   DANA   KAMPANYE

SEBELUM    PERloDE    PEMBul(UAN    LAPORAN    PENERIMAAN    DAN    PENGELUARAN    DANA

KAMPANYE;

6.        FORMULIR  6  ASERSI  ATAS  LAPORAN  PENERIMAAN  DAN  PENGELUARAI\l  DANA  I(AMPANYE

(LPPDK);
7.      Salinan dan rekentng Koran rekenlng Khusus Dana Kampanye;
8.      Surat  pernyataan dari  Bank  Umum yang menyatakan  bahwa  rekenlng Pasangan  Calon

bersangkutan telah ditutup;
9.      Surat pernyataan penyumbang dart partal pol"k atau Gabungan partai politik;
10.    Surat Pernyataan Penyumbang dart Perseorangan;
11.    Surat Pernyataan Penyumbang dart Badan Hukum Swasta;
12.    Bukti-buktl transakst penerimaan dan transaks{ pengeluaran.

h.     Apablla  LPPDK  yang  disampaikan  oleh  Pasangan  Calon  diberlkan  tanda  terima  perbalkan
oleh  I(PU   Provlnsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota,   maka  Pasangan  Calon  wajib  metengkapl
dan/atau   memperbaikl   dokumen   LPPDK  dimaksud  dengan   menggunakan  formulir  yang
tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
1.        FORMULIR   1    LAPORAN   PENERIMAAN   DAN    PENGELUARAN   DANA   KAMPANYE   (LPPDK)

PERBAIKAN;

2.        FORMULIR 2  DAFTAR PENERIMAAN  SUMBANGAN  DANA KAMPANYE;

3.        FORMULIR  3  LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN  DAN  PENGELUARAN  DANA I(AMPANYE;

4.        FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN  BARANG  DANA I(AMPANYE;

5.        FORMULIR   5   LAPORAN   AKTIVITAS   PENERIMAAN   DAN   PENGELUARAN   DANA  KAMPANYE

SEBELUM    PERIODE    PEMBUKUAN    LAPORAN    PENERIMAAN    DAN    PENGELUARAN    DANA

KAMPANYE;

6.        FORMULIR  6 ASERSI  ATAS  LAPORAN  PENERIMAAN  DAN  PENGELUARAN  DANA  KAMPANYE

(LPPDK);
7.      Salinan dan rekenlng Koran rekening Khusus Dana Kampanye;
8.      Surat  pernyataan dart  Bank Umum yang menyatakan  bahwa  rekenlng  Pasangan Calon

bersangkutan telah dltutup;
9.      Surat pernyataan penyumbang dart partal po`itik atau Gabungan partai polltik;
10.    Surat Pernyataan Penyumbang dart Perseorangan;
11.    Surat Pernyataan Penyumbang dart Badan Hukum Swasta;
12.    Bukti-bukti transaksi penen.maan dan transaksl pengeluaran.

5.    Lain-Lain

a.      Pasangan   Calon   mematuh{   jumlah   penerimaan   sumbangan   (mencakup   uang,   barang,
dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, temasuk utang dan diskon pembelian
barang  atau  jasa  yang  meleb"  batas  kewajaran  transaksi  jual  bell  secara  umum)  yang
dilaporkan dalam  LADK,  LPSDK dan  LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:



C.

a.      Rp   75.000.000,-   (tujuh   puluh   lima   juta   rupiah)   selama   masa   kampanye   untuk

penyumbang perseorangan; dan
b.      Rp 750.000.000,-  (tujuh  ratus  llma  puluh  juta  rupiah)  selama  masa  kampanye  untuk

penyumbang  badan   hukum  swasta  dan.atau   Partal   Polltik  yang  bukan  merupakan
pengusul Pasangan CaLon.

Partai  Pol"k  Peserta  Pemilu  atau  Gabungan  Partal  Politlk  Peserta  Pemilu  dan  Pasangan
Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dart:
1.      Negara  aslng,  (embaga  swasta  aslng,  Lembaga  swadaya  masyarakat  asfng  dan  warga

negara aslng;
2.      Penyumbang atau pemberl bantuan yang t!dak jelas ldentitasnya;
3.      Pemerlntah dan pemerintah Daerah; dan
4.      Badan  Usaha  MIllk  Negara,  Badan  Usaha  M"k  Daerah,  dan  Badan  usaha  M"k  Desa

atau sebutan Lain.
Pasangan  Ca`on   Perseorangan  dan  Partai   Politlk  Peserta  Pemilu  atau  Gabungan  Partai
Polltik  Peserta   Pemilu  yang  mengusulkan   Pasangan   Calon,   yang  menerlma  sumbangan
melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
1.      Dilarang menggunakan kelebihan dana;
2.      Wajib     melaporkan     sumbangan     tersebut     kepada     KPU      Provinsi     atau     KPU

Kabupaten/Kota;
3.      Menyerahkan silmbangan  tersebut ke kas Negara paling lambat  14 (empat belas)  hart

seteLah masa kampanye berakhlr.
4.      Wajlb menyerahkan buktl setoran ke kas Negara kepada KPu provinsl untuk pemlllhan

Gubemur dan  Wakll  Gubernur dan  l{PU  Kabupaten/I(ota  untuk  pemllihan  Bupati  dan
Wakil  Bupati  atau Walikota dan Wakil  Walikota  pallng  lambat  14  (empat  belas)  Hart
setelah nasa Kampanye berakhlr.

d.      Pengeluaran Dana Kampanye pemilihan yaltu untuk:
1.      Pemblayaan  aktMtas  kampanye  (termasuk  pembelian  barang  dan/atau  pembayaran

jasa);
2.      Pembayaran utang; dan
3.      Pengeluaran lain-lain, yang dtnl`ai berdasarkan harga pasar yang wajar;
4.      Lakukan pemeriksaan apakah terdapat sumbangan yang menglkat partai.
Set{ap  diskon  pembelian  barang  yang  meleb"  batas  kewajaran  jua`  bell  yang  berlaku
secara umum, dlperlakukan ketentuan sumbangan.
Pasangan  Calon wajib mencatat seluruh  pengeluaran berupa uang,  barang,  dan/atau jasa
dalam  pembukuan  khusus  Dana  Kampanye dan  terpisah  darl  pembukuan  keuangan  pribadi
Pasangan   Calon   dan   Partal   Politik   atau   Gabungan   Partai   po`Itik   yang   mengusulkan
Pasangan Calon.
Pembukuan   sebagaimana   dimaksud   mencakup   informas!   tentang   bentuk   dan   jumlah

pengeLuaran disetai buktj pengeLuaran yang dapat d!pertanggungjawabkan.
Dana   Kampanye   dilarang   dlgunakan   untuk   membiayai   saksi   dalam   pemungutan   dan

perhitungan suara.
Pasangan   Calon   yang   melanggar  ketentuan   pembatasan   pengeluaran   Dana   Kampanye,
Pasangan   Calon   wajib   mengemballkan   kelebihan   ke   kas   negara   sejumlah   kelebihan

penge`uaran.



[Keterbatasan Laporan I
Kami  meLaksanakan  prosedur  dan  pemerolehan  bukti  yang  relevan  dan  terbatas  pada  lnformasi
yang  tertuang  pada  Laporan  Dana  Kampanye yang dlsampaikan  kepada  kami  oleh  HERI  KOSWARA
dan  SHOLIHIN.  Pada  suatu  pelaksanaan  Perikatan  Asurans,  terdapat  keterbatasan  yang  meLekat,
mlsalnya,   pengujian   secara   sampling  yang  dlLakukan   memungkinkan   adanya   kegagalan   daLam
mendeteksl   ketidakpatuhan   dan   kecurangan   yang  terjadi.   Terdapat   keterbatasan   si fat,   saat,
lin8kup,   ragam,   dan   karakteristik   yang   me`ekat   pada   sumber   dana   sebagal   asal   usul   Dana
Kampanye,  sehlngga  ada  kemungkinan  Dana  Kampanye  tldak  tercakup  secara  menyeluruh  dalam

_ .,   Laporan Dana Kampanye tersebut.  Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau
informasi  yang  dlserahkan  dan/atau  disediakan  oLeh  HERI  KOSWARA  dan  SHOLIHIN,  sehingga  kami
tidak  melakukan  pemeriksaan  atas  hal-hal  yang  tidak  d{ungkapkan  dl  dalam  laporan.  Kaml  t.idak
memberikan  penentuan  legal  atas  kepatuhan  HERI  KOSWARA  dan  SHOLIHIN  terhadap  peraturan

perundang-undangan yang reLevan dengan Laporan Dana Kampanye.

[Tanggung Jawab Pasangan CaLon HERI KOSWARA dan SHOLIHIN]
HERI  KOSWARA  dan  SHOLIHIN  bertanggungjawab  atas  penyusunan  Laporan  Dana  Kampanye  yang
sesuai   dengan   peraturan   perundan8-undangan   yang   berlaku.   Tanggung   jawab   tersebut   juga
mencakup  penerapan  metode  penilalan,  asumsi,  dan  perkiraan  yang  d{gunakan  dalam  `aporan,
serta    perancangan,    implementast,    pemeliharaan    slstem,    dan    proses   yang    relevan    untuk
penyusunan Laporan.

HERI   KOSWARA   dan   SHOLIHIN   juga   bertan8gung   jawab   atas   kepatuhan   terhadap   peraturan

perundang-undangan  terkalt  Dana  Kampanye,  sebagalmana  yang  teLah  dinyatakan  da`am  Asersi
Atas  Laporan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye  Pasangan  Calon  Walikota  dan  Wakil
Walikota tanggal 24 November 2024.

[Tanggung Jawab Akuntan Publlk]
Tanggung  jawab   kaml,   Akuntan   Pub`lk,   adalah   untuk  me.nyatakan   simpulan   berupa   pendapat
dengan  keyakinan  memadai  terhadap  Laporan  Dana  Kampanye  tersebut  berdasarkan  prosedur-
prosedur  yang  kami  lakukan  dan  buktt-bukti  yang  kami  peroleh.   Kami  meLakukan  perikatan  inl
berdasarkan  Standar  Perikatan  Asurans  3000  (Revisi  2022):  "Perikatan  Asurans  selaln  Audit  atau
Reviu  atas  lnformasi  Keuangan  Htstoris"  yang  dltetapkan  oleh  lnstitut  Akuntan  Publik  Indonesia.
Standar tersebut  mewajlbkan  kami  untuk  memenuhi  ketentilan  Standar  Pengendallan  Mutu  1  dan
Kode  Etlk  Profesi  Akuntan  Publik  termasuk  persyaratan  independensl  bagl  semua  personel  yang
terlibat dalam  Perikatan Asurans ini.  Standar tersebut jilga mewajlbkan kami  untuk merencanakan
dan me`aksanakan Perikatan Asurans secara memadat dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh  personeL  profesional  kaml  memi«ki  kompetensi  dan  pengalaman  yang  diperlukan  dalam
melaksanakan    Perikatan    Asurans    lnl.    Sesual    dengan    PKPU    Nomor    14   Tahun    2023,    kami
me`aksanakan  perikatan  lni  selama  15  (lima  belas)  hari  kalender  terhltung  sejak  kaml  menerima
Laporan  Dana Kampanye HERI  KOSWARA dan SHOLIHIN dart  KPU  KOTA BEKAsl.



[Simpu'an]
Menurut  opini  kami,  Asersi  HERI  KOSWARA dan  SHOLIHIN  daLam  Laporan  Dana  Kampanye  tersebut
di  atas,  telah  patuh,  dalam  semua hal yang material,  terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam
PKPU  Nomor 14 Tahun 2024.

[Pembatasan Penggunaan Laporan]
Tanggung jawab kaml  dalam  melakukan  Perlkatan Asurans ini  hanya kepada  KPU  KOTA BEKAsl dan
sesual  dengan  Surat  Perjanjian  yang  te`ah  dlsepakati.   0leh  karena  itu  kami  tidak  bertanggung

jawab atas penggunaan  laporan  ini  oleh  pihak  lain  dan/atau  untuk tujuan  `ainnya.Perjanjian yang
telah  disepakati.  0leh  karena  itu  kaml  tidak bertanggung jawab atas penggunaan  laporan  ini  oLeh

pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publlk

Nomor lzln Akuntan Publlk .. AP.  1113

08 Desember 2024



F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

 

 

 
ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
1. Nama :  HERI KOSWARA 

Alamat :  Kp. Pedurenan Gg. Awi Rt 001/004, Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi 

Nomor Induk Kependudukan :  3275091406710013 

Jabatan :  Calon Walikota 

 
2. Nama :  SHOLIHIN 

Alamat :  Kp. Rawa Panjang Rt 002/003, Sepanjang Jaya, Rawalumbu 

Nomor Induk Kependudukan :  3275050610770001 

Jabatan :  Calon Wakil Walikota 

 
Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- 

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota , sebagai berikut: 

 

 

NO 

 

HAL 

 

UNSUR KEPATUHAN 

 

PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

1. Pembukaan a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka 

RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon 

dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. 

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan KPU Nomor 14 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota dan 

Wakil Walikota 

Patuh 

b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak 

pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) 

Hari sebelum masa Kampanye dimulai. 

Pasal 12 ayat (7) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor 

RKDK kepada KPU . 

Pasal 13 ayat (4) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

2. Pengelolaan Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang 

berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan. 

Pasal 11 ayat (2) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 

(dua) Hari setelah masa kampanye berakhir. 

Pasal 15 ayat (3) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan 

rekening khusus dana kampanye dari bank umum 

kepada KPU , paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa 

Kampanye. 

Pasal 15 ayat (6) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LADK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil 

penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan 

Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon 

termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan 

Calon; dan 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 26 ayat (1) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang 

Dana Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota. 

Patuh 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang 

dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) 

Hari sebelum waktu penyampaian LADK. 

Pasal 26 ayat (2) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari 

pembukuan keuangan pribadi Pasangan 

Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta 

Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 

yang mengusulkan Pasangan Calon. 

Pasal 21 ayat (6) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran 

disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 21 ayat (7) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Pasangan Calon. 

Pasal 21 ayat (8) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU dengan 

mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah 

melalui Sikadeka; 

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan KPU Nomor 14 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota dan 

Wakil Walikota 

Patuh 

b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa 

Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; 

Pasal 31 ayat (2) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan 

LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling 

lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian 

dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) 

Peraturan KPU Nomor 14 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota dan 

Wakil Walikota 

Patuh 

4. Kelengkapan a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

(LADK); 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

 Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

(LADK); 

7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 

8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 

11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum 

Swasta; dan 

12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

 
b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh 

KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki 

dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang 

terdiri atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

(LADK) PERBAIKAN; 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

AWAL DANA KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE 

(LADK); 

7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 

8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 

11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum 

Swasta; dan 

12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

  

     Patuh 

C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

1. Muatan Informasi Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU 

yang memuat informasi: 

 
a. RKDK 

b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; 

c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; 

d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan 

Calon; 

f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; 

dan 

g. Surat pernyataan penyumbang. 

Pasal 28 ayat (2) Peraturan 

KPU Nomor 14 

 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur,Bupati dan 

Wakil Bupati, Serta Walikota 

dan Wakil Walikota 

Patuh 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan 

yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan 

LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 

penyampaian LPSDK. 

Pasal 28 ayat (3) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 

keuangan pribadi Pasangan 

Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta 

Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 

yang mengusulkan Pasangan Calon. 

Pasal 21 ayat (6) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran 

disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 21 ayat (7) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Pasangan Calon. 

Pasal 21 ayat (8) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan 

mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah 

melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat 

pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan KPU Nomor 14 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota dan 

Wakil Walikota 

Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan 

LPSDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling 

lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian 

dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 32 ayat (4) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 

4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 

5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 

6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 

7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum 

Swasta dan lampiran; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran 

b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh 

KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki 

dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan 

yang terdiri atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) 

PERBAIKAN; 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 

JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) 

PERBAIKAN; 

4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 

5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 

6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 

7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum 

Swasta dan lampiran; dan 

9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

 Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

1. Muatan Informasi Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: 

a. RKDK; 

b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber 

perolehan; 

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil 

penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan 

Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan; 

d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon 

termasuk sebelum pembukaan RKDK; 

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan 

Calon; 

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; 

dan 

Pasal 30 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota dan 

Wakil Walikota 

Patuh 

2. Pembukuan a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah 

penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat 

masa Kampanye berakhir. 

Pasal 30 ayat (3) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan 

keuangan pribadi Pasangan 

Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta 

Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 

yang mengusulkan Pasangan Calon. 

Pasal 21 ayat (6) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi 

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran 

disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 21 ayat (7) Peraturan 

KPU Nomor …tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab 

Pasangan Calon. 

Pasal 21 ayat (8) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

3. Penyampaian 

Laporan 

a. Kami menyampaikan LPPDK kepada K P U dengan 

mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah 

melalui Sikadeka. 

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan KPU Nomor 14 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota dan 

Wakil Walikota 

Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari 

setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 

waktu setempat. 

Pasal 33 ayat (2) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

  c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan 

LPPDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling 

lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian 

dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling 

lambat pukul 23.59 waktu setempat. 

Pasal 33 ayat (5) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

4. Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri 

atas: 

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA 

KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA 

KAMPANYE (LPPDK); 

7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum 

Swasta dan lampiran; dan 

11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 

12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang 

menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon 

bersangkutan telah ditutup; dan 

13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh 

KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki 

dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan 

yang terdiri atas: 

 Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) 

PERBAIKAN; 

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN 

SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG 

DANA KAMPANYE; 

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA 

KAMPANYE; 

6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA 

KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 

7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum 

Swasta dan lampiran; dan 

11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 

12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang 

menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon 

bersangkutan telah ditutup; dan 

13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi 

pengeluaran. 

  

E. Ketentuan Lainnya 

1. Sumber Dana 

Kampanye 

Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: 

a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai 

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus 

untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik) 

 
b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau 

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi 

sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum 

swasta. 

Pasal 6 ayat (2) Peraturan 

KPU Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

2. Pembatasan/ 

Kesesuaian 

Sumbangan 

Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan 

sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa 

yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon 

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran 

transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, 

LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal 

sumbangan sebagai berikut: 

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan KPU Nomor 14 

tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota dan 

Wakil Walikota 

Patuh 



 

 
NO 

 
HAL 

 
UNSUR KEPATUHAN 

 
PERATURAN TERKAIT 

PATUH/ 

TIDAK 

PATUH 

1 2 3 4 5 

  a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain 

perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh 

puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. 

b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta 

paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh 

juta rupiah) selama masa Kampanye. 

  

3. Sumbangan yang 

Dilarang 

Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang 

dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang 

maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; 

b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada 

KPU ; dan 

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling 

lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye 

berakhir. 

Pasal 73 Peraturan KPU 

Nomor 14 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota 

Patuh 

4. Pengeluaran 

Dana Kampanye 

Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran 

Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, 

pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai 

berdasarkan harga pasar yang wajar. 

Catatan: 

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian 

barang dan/ atau pembayaran jasa. 

b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas 

hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian 

barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab 

Pasangan Calon yang bersangkutan. 

c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai 

saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan 

penghitungan suara. 

 Patuh 

 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

 

Kota Bekasi, 24 November 2024 
 

CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA 

 

 

 

 

 

 

( HERI KOSWARA )  ( SHOLIHIN ) 

 



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
 

 

 
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI 

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

HERI KOSWARA - SHOLIHIN 

 
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024 

 

NOMOR AKTIVITAS 
BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

A.1 Penerimaan sebelum periode 

pembukuan 

200.000.000 0 0 

A.2 Penerimaan sumbangan    

1. Pasangan Calon 3.600.000.000 0 0 

2. Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik 

200.000.000 0 0 

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0 

4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum 

Swasta 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 3.800.000.000 0 0 

     

A.3 Penerimaan Lain-Lain    

1. Bunga Bank 104.421,70 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 104.421,70 0 0 

     

A.4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian    

1. Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 

Bahan/Design dan/atau Alat Peraga 
Kampanye 

0 1.365.242.500 0 

2. Barang Diterima Dimuka Hasil 

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 
Peraga Kampanye 

0 0 0 

 JUMLAH PENERIMAAN BARANG 

HASIL PEMBELIAN 

0 1.365.242.500 0 

     

 TOTAL PENERIMAAN 4.000.104.421,70 1.365.242.500 0 

     

B Pengeluaran sebelum periode 

pembukuan 

2.196,36 0 0 



 

NOMOR AKTIVITAS 
BENTUK DANA KAMPANYE 

UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp) 

B.1 Pengeluaran    

1. Rapat Umum 1.301.191.250 0 0 

2. Pertemuan Terbatas 650.000.000 0 0 

3. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog 0 0 0 

4. Pembuatan/Produksi Iklan di Media 

Massa Cetak, Media Massa Elektronik, 

Media Sosial, dan Media Dalam 
Jaringan 

0 0 0 

5. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat 

Peraga Kampanye 

0 0 0 

6. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada 

Umum 

55.000.000 0 0 

7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 369.000.000 0 0 

8. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar 

Larangan Kampanye dan Peraturan 

Perundang-undangan 

0 0 0 

9. Pengeluaran Lain-lain    

 a. Administrasi Bank 38.687,96 0 0 

 b. Pembelian Aset 0 0 0 

 c. Pembelian Peralatan 1.624.375.000 0 0 

 d. Pembelian Perlengkapan Kantor 0 0 0 

 e. Pembayaran Utang Pembelian 

Barang 

0 0 0 

 f. Pengeluaran Lain 0 0 0 

     

 TOTAL PENGELUARAN 3.999.607.134,32 0 0 

     

C Utang    

1. Utang Pembelian Barang 0 0 0 

     

D Saldo    

1. Kas di Rekening Khusus Dana 

Kampanye 

497.287,38 0 0 

2. Kas di Bendahara 0   

3. Barang 0 1.365.242.500  

 
Kota Bekasi, 24 November 2024 

CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA 
 

 
 
 
 
 

( HERI KOSWARA )  ( SHOLIHIN ) 
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